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ABSTRACT 
Nurses as the largest group of health workers still experience difficulties in achieving performance 
targets. Performance-based compensation (remuneration program) is designed to encourage nurses 
to meet achievement targets and improve performance. Nurses report a discrepancy between 
performance and compensation received. This study aims to explore the experience of implementing 
nurses in meeting performance targets on the implementation of remuneration at the West Java 
Regional Hospital. This research is a qualitative research with a phenomenological approach. Data 
were collected by in-depth interview technique to reach data saturation involving 8 (eight) participants 
who are nurses who work in inpatient rooms. Data were analyzed using The Collaizi's 7-step method. 
There are 5 (five) major themes identified from the textual analysis. The five themes are workload, 
work ethic, job dissatisfaction, leadership approach and lack of knowledge and information about 
remuneration. It can be concluded that from the experience of nurses, various obstacles faced by 
nurses were explored in meeting performance targets in general related to the organizational context. 
Therefore, it is recommended to synchronize all elements in the nurse performance appraisal system 
accompanied by a more participatory leadership approach. 
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ABSTRAK 
Perawat sebagai kelompok tenaga kesehatan terbesar masih mengalami kesulitan dalam pencapaian 
target kinerja. Kompensasi berbasis kinerja (program remunerasi) didesain untuk memberikan 
dorongan kepada perawat agar dapat memenuhi target pencapaian dan meningkatkan kinerja. 
Perawat melaporkan ketidaksesuaian antara kinerja dengan kompensasi yang diterima. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perawat pelaksana dalam pemenuhan target kinerja 
pada implementasi remunerasi di Rumah Sakit Wilayah Jawa Barat. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan dengan teknik indepth 
interview hingga mencapai saturasi data yang melibatkan 8 (delapan) partisipan yang merupakan 
perawat pelaksana yang bekerja di ruang rawat inap. Data dianalisis menggunakan metode The 
Collaizi’s 7-step. Terdapat 5 (lima) tema besar yang diidentifikasi dari analisis tekstual. Kelima tema 
tersebut yaitu beban kerja, etos kerja, ketidakpuasan kerja, pendekatan kepemimpinan serta 
kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai remunerasi. Dapat disimpulkan bahwa dari 
pengalaman perawat tereksplorasi berbagai hambatan yang dihadapi perawat dalam memenuhi 
target kinerja secara umum berkaitan dengan konteks organisasional. Oleh karena itu 
direkomendasikan sinkronisasi seluruh elemen dalam sistem penilaian kinerja perawat disertai 
dengan pendekatan kepemimpinan yang lebih partisipatif.  
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
  

Rumah sakit harus memiliki organisasi efektif, efisien dan akuntabel dalam melaksanakan 
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik diantaranya, penerapan fungsi 
manajemen klinis meliputi peningkatan kinerja.(28) Manajemen peningkatan kinerja mampu 
menghasilkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk menciptakan tata kelola klinis yang 
dipengaruhi banyak faktor diantaranya kesejahteraan atau kompensasi.(12) Tenaga kesehatan 
terbesar di Indonesia adalah tenaga perawat, berperan besar dalam sistem pelayanan kesehatan 
untuk mencapai rencana strategi visi misi setiap fasilitas pelayanan kesehatan.(17)  

Perawat masih tergolong rendah tingkat kesejahteraannya, bahkan masih banyak perawat 
menerima kompensasi dibawah upah minimum regional dan berdampak pada mutu pelayanan 
kesehatan tidak optimal berkinerja, sehingga memerlukan perbaikan serta aspirasi terhadap 
pemerintah terkait peningkatan kompensasi telah banyak dilakukan.(29) Perawat Indonesia diwadahi 
dan dilindungi secara hukum, bahwa terkait kewajiban sebuah instansi untuk memberikan 
penghasilan atas jasa perawat dan didukung Kemenkeu RI dan Kemenkes RI dengan dikeluarkannya 
kebijakan sistem pembiayaan kesehatan bernama remunerasi.(27) Remunerasi perawat diharapkan 
dapat menjadi salah satu langkah mengatasi permasalahan kesejahteraan atau kompensasi tenaga 
kesehatan Indonesia termasuk perawat.(29) Sistem remunerasi memiliki makna bahwa perawat 
memiliki basis target pencapaian kerja yang harus dipenuhi dan peranannya besar untuk 
keberhasilan visi pelayanan kesehatan.(13) Penelitian Darmawan dan penelitian Anindjola 
menunjukkan bahwa capaian target kinerja perawat di salah satu Rumah Sakit wilayah Jawa Barat 
belum mencapai target harapan dan perawat melaporkan hambatan pemenuhan target kinerja 
diantaranya ketidaksesuaian antara kinerja dengan kompensasi yang diterima.(2,8) 

Penelitian Silalahi, Ramadhan dkk., Dakota dkk., Apriliani dan Hidayah serta Juairiah dan 
Malwa telah memberikan gambaran bahwa pemenuhan kinerja perawat dipengaruhi motivasi dan 
kepuasan kerja perawat serta kompensasilah yang mampu membangun motivasi dan kepuasan kerja 
perawat, sehingga perawat dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.(7,4,13,30,35) Penelitian 
Shang dkk., Asegid dkk., Matthew dan Chenjuan juga menggambarkan dampak ketidaksesuaian 
kompensasi, demotivasi dan ketidakpuasan kerja perawat dapat menimbulkan turnover perawat, 
sehingga mutu pelayanan kesehatan sulit dipertahankan.(5,23,34) Remunerasi yang diterapkan di 
Rumah Sakit wilayah Jawa Barat ini, untuk mendorong motivasi dan kepuasan kerja perawat agar 
meningkatan kinerja. Pada sisi lain, dalam pemenuhan target kinerja pada implementasi remunerasi 
pengalaman perawat masih merasakan berbagai hambatan. Oleh karena itu, pengalaman perawat 
pelaksana dalam pemenuhan target kinerja pada implementasi remunerasi di Rumah Sakit Wilayah 
Jawa Barat merupakan permasalahan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. 
 
 
Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perawat pelaksana dalam 

pemenuhan target kinerja pada implementasi remunerasi di Rumah Sakit Wilayah Jawa Barat. 
 

 
METODE 
 

Rancangan penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Partisipan yang dilibatkan pada penelitian ini berjumlah delapan partisipan sebagai perawat 
pelaksana yang mengalami hambatan pemenuhan target kinerja dalam implementasi remunerasi. 
Pengumpulan data melalui wawancara in-depth interview yang dirubah ke dalam bentuk transkrip 
percakapan selanjutnya dianalisis dengan tehnik analisis data Colaizzi. Peneliti memberikan 
penjelasan sebelum wawancara dan meminta mereka menandatangani informed consent. 
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HASIL 
 

Teridentifikasi analisis tematik dari hasil proses pengumpulan data penelitian ini adalah 
sebanyak lima tema utama. Tema-tema saling berhubungan satu sama lain untuk menjelaskan suatu 
esensi pengalaman perawat pelaksana dalam pemenuhan target kinerja pada implementasi 
remunerasi. Hasil analisis tematik pada penelitian ini yaitu tema beban kerja, tema etos kerja, tema 
ketidakpuasan kerja, tema pendekatan kepemimpinan dan tema kurang pengetahuan dan informasi 
remunerasi. 

Tema beban kerja didapatkan dari penemuan tiga sub tema yaitu intensitas beban kerja, 
karakteristik tugas dan kelelahan kerja. Pada sub tema intensitas beban kerja didukung dari enam 
kategori yaitu ungkapan partisipan yang menyatakan beban kerja tinggi, BOR tinggi, rutinitas kerja 
sibuk, kurangnya SDM, kurannya pengelolaan tim kerja dan kurangnya kontribusi anggota tim. Pada 
sub tema karakteristik tugas didukung dari 3 tiga kategori yaitu ungkapan partisipan yang 
menyatakan ketidaksesuaian kewenangan klinis, ketidaknyamanan kerja dan jumlah target kinerja 
yang belum merata. Pada sub tema kelelahan kerja didukung dari dua kategori yaitu ungkapan 
partisipan yang menyatakan padatnya volume kerja dan kurang istirahat kerja.  

Tema etos kerja didapatkan dari penemuan tiga sub tema yaitu ketidakdisiplinan, patah 
semangat dan frustasi. Pada sub tema ketidakdisiplinan didukung dari tiga kategori yaitu ungkapan 
partisipan yang menyatakan tidak tepat waktu, menunda pekerjaan dan pemenuhan target kinerja 
tidak teratur. Pada sub tema patah semangat didukung dari dua kategori yaitu ungkapan partisipan 
yang menyatakan menjadi beban pikiran dan tidak bergairah. Pada sub tema frustasi didukung dari 
tiga kategori yaitu ungkapan partisipan yang menyatakan keinginan meninggalkan pekerjaan, pindah 
ruangan dan tidak berdaya.  

Tema ketidakpuasan kerja didapatkan dari penemuan empat sub tema yaitu ketidaksesuaian 
imbal jasa kerja, penghargaan perawat kurang, ketentuan target kinerja dan minim kesempatan 
berkarir. Pada sub tema ketidaksesuaian imbal jasa kerja didukung dari dua kategori yaitu ungkapan 
partisipan yang menyatakan pembagian imbal jasa tidak adil dan imbal jasa dirasakan kurang. Pada 
sub tema penghargaan terhadap perawat kurang, didukung dua kategori yaitu ungkapan partisipan 
yang menyatakan adanya sanksi jika kurang dan tetap jika lebih. Pada sub ketentuan target kinerja 
didukung empat kategori yaitu ungkapan partisipan yang menyatakan ketidaksesuaian target 
presensi, pengembangan diri, Bed Occupancy Ratio penuh dan pendokumentasian. Pada sub tema 
sedikit kesempatan berkarir didukung dari dua kategori yaitu ungkapan partisipan yang menyatakan 
kurang adanya promosi jabatan dan promosi pendidikan.  

Tema pendekatan kepemimpinan didapatkan dari penemuan tiga sub tema yaitu kurang 
partisipatif, paternalistik dan otoriter. Pada sub tema tidak partisipatif didukung dua kategori yaitu 
ungkapan partisipan yang menyatakan kurangnya pembimbingan dan jarang dimonitor. Pada sub 
tema paternalistik didukung dua kategori yaitu ungkapan partisipan yang menyatakan pimpinan 
overprotective dan perawat terlalu dituntut. Pada tema pengaruh kepemimpinan yang menyatakan 
sub tema otoriter didukung tiga kategori yaitu ungkapan partisipan yang menyatakan sulit berdiskusi, 
keputusan sepihak dan pemimpin sulit menerima pendapat. 

Tema kurang pengetahuan dan infomasi remunerasi didapatkan dari penemuan dua sub tema 
yaitu kurang transparansi dan sarana sosialisasi belum tersedia. Pada tema kurang pengetahuan dan 
infomasi remunerasi yang menyatakan sub tema kurang transparansi didukung dari dua kategori 
yaitu ungkapan partisipan yang menyatakan kurangnya penjelasan dan sulit akses informasi. Pada 
tema kurang pengetahuan dan infomasi remunerasi yang menyatakan sub tema sarana sosialisasi 
belum tersedia didukung dari dua kategori yaitu ungkapan partisipan yang menyatakan belum 
tersedianya seminar atau pelatihan dan forum tukar pendapat. 
 

PEMBAHASAN 

Tema 1 : Beban kerja 
Survei PPNI sekitar 50,9 % perawat yang bekerja di empat provinsi di Indonesia mengalami 

beban kerja terlalu tinggi dan menyita waktu sehingga berdampak perawat mengalami stres kerja, 
sering merasa pusing, lelah dan tidak bisa beristirahat.(11) Beban kerja yang dialami partisipan 
menjadikan rutinitas pekerjaan perawat selalu sibuk setiap waktu. Keterbatasan sumber daya 
manusia sejalan dengan penelitian Fajrillah dan Nurfitriani mengakibatkan tugas tidak seimbang 
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dengan jumlah tenaga perawat sehingga kebutuhan pasien terhadap pelayanan perawat lebih besar 
dari standar kemampuan perawat.(11) Keterbatasan sumber daya manusia juga menimbulkan sikap 
dan psikis perawat seperti lelah, emosi, bosan serta sulit bekerja sama. Rumah sakit pada penelitian 
ini termasuk klasifikasi Rumah Sakit Tipe B dan menurut kebijakan Kemenkes RI terkait sumber daya 
manusia perawat sudah diatur bahwa jumlah tenaga perawat rawat inap yang dibutuhkan standarnya 
adalah satu perawat berbanding satu tempat tidur dan harus disesuaikan dengan beban kerja 
perawat.(19) 

Jumlah tempat tidur keseluruhan rumah sakit pada penelitian ini belum sebanding jumlah tenaga 
perawat, sehingga mengakibatkan perawat mengalami beban kerja melebihi kapasitasnya terutama 
saat Bed Occupancy Ratio penuh. Pada temuan penelitian, partisipan mengungkapkan penerapan 
jenjang karir perawat belum sesuai dan jumlah target kinerja belum rasional. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Saragih dan Angela bahwa perawat akan mengalami hambatan dalam memenuhi target 
kinerja jika perawat sulit mengatur kinerjanya dan memiliki karakteristik tugas yang belum jelas 
karena akan menimbulkan beban kerja dan tanggung jawab tambahan diluar kapasitasnya.(33) 
Jenjang karir perawat adalah mekanisme upaya meningkatkan profesionalisme perawat dan setiap 
pimpinan rumah sakit serta pemangku kepentingan bertanggung jawab dalam pembinaan perawat 
wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perawat dalam pengembangan jenjang karir 
perawat.(18,22) 

Hasil penelitian ini mengungkapkan partisipan masih banyak melakukan kewenangan klinis 
diluar kewenangannya. Hasil penelitian tentang ketidaksesuaian kewenangan klinis ini juga 
berhubungan dengan temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa partisipan menjadi tidak 
nyaman dalam bekerja serta jumlah target kinerja yang diterima tidak rasional antara perawat klinis 
satu, dua dan tiga dirasakan seperti sama saja. Karakteristik tugas ini menjadi bagian dari beban 
kerja yang menjadi hambatan pemenuhan target kinerja perawat pelaksana dalam implementasi 
remunerasi dan penerapan pengembangan jenjang karir perawat dalam kebijakan Kemenkes RI perlu 
diterapkan untuk menciptakan karakteristik tugas secara profesional dan tercapainya kinerja.(18) 
Partisipan juga mengalami volume kerja yang padat dan kelelahan kerja. Menurut Fajrillah dan 
Nurfitriani beban kerja yang tidak sesuai akan menyebabkan stres kerja yang berakhir menjadi 
burnout atau kelelahan, yaitu suatu kondisi mental dan emosional serta kelelahan fisik karena stres 
yang berlanjut dan tidak teratasi.(11)  

Kelelahan kerja yang dialami partisipan tidak terlepas dari situasi intensitas kerja dan karakteritik 
tugas sehingga pemenuhan sumber daya manusia sesuai kebijakan Kemenkes RI dan penerapan 
jenjang karir sesuai kebijakan Kemenkes RI merupakan langkah untuk mengurangi kelelahan kerja 
pada perawat pelaksana agar dapat memenuhi target kinerja dalam implementasi remunerasi.(18,19) 
Beban kerja dapat menghambat pemenuhan target kinerja jika terjadi intensitas beban kerja yang 
tinggi, karakteristik tugas yang belum tepat dan ketidakseimbangan dalam volume kerja yang 
menimbulkan kelelahan kerja. Intensitas beban kerja memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga 
perawat, dimana ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja perawat dan beban kerja disertai 
karakteristik tugas yang belum tepat mengakibatkan intensitas beban kerja menjadi tinggi yang 
berdampak pada sulitnya pengelolaan tim kerja, kontribusi anggota tim kurang efektif dan pekerjaan 
dirasakan perawat selalu sibuk, sulit mendapatkan relaksasi kerja. Dapat disimpulkan, bahwa 
penerapan penyesuaian kebutuhan tenaga perawat dan jenjang karir dapat mengatasi hambatan 
beban kerja ini. 
 
Tema 2 : Etos Kerja  

Sumber daya manusia yang terampil, ahli dan profesional mempunyai etos kerja yang baik 
dengan prestasi tinggi merupakan dambaan semua organisasi atau lembaga baik swasta maupun 
pemerintah.(37) Ciri etos kerja adalah memiliki jiwa kepemimpinan (leadership), selalu berhitung, 
menghargai waktu, tidak pernah merasa puas, efisien, memiliki insting bersaing dan bertanding, haus 
akan keilmuan, memperhatikan kesehatan, ulet dan pantang menyerah.(3)  

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipan mengalami penurunan etos kerja yang 
teridentifikasi dari ungkapan partisipan seperti adanya ketidakdisiplinan diri. Perawat beretos kerja 
yang tinggi mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat diantaranya adalah meyakini bahwa kerja merupakan 
tanggung jawab moral, mempunyai disiplin kerja yang tinggi dan adanya perasaan bangga akan hasil 
kerjanya.(37) Sejalan dengan Suwarto dan Anoraga bahwa ketidakdisiplinan merupakan ciri etos kerja 
rendah yang ditandai pekerjaan yang tidak tepat waktu, tidak teratur dikerjakan dan tidak menghargai 
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waktu sehingga pekerjaan terkadang ditunda-tunda.(3,37) Etos kerja dalam diri perawat akan 
memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan karena perawat merupakan ujung tombak dari 
pelayanan rumah sakit.(21)  

Hasil penelitian Suwarto menyatakan bahwa jika perawat memiliki etos kerja yang rendah, akan 
dapat berdampak pada penurunan kinerja, karena etos kerja adalah fundamental perawat untuk 
memicu komitmen kerja keras dan ketekunan dalam berkinerja.(37) Hasil penelitian ini juga 
mengungkapkan bahwa partisipan merasa patah semangat yang mendukung sebagai salah satu ciri 
penurunan etos kerja. Terdapat hubungan bermakna antara tingkat etos kerja dengan tingkat kinerja 
perawat dimana semakin tinggi etos kerja perawat, maka tingkat kinerja yang dihasilkan juga semakin 
tinggi.(36) Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa partisipan menunjukkan rasa frustrasi 
yang menyebabkan penurunan etos kerja ditandai dengan ungkapan seperti niat meninggalkan 
pekerjaan (turnover), pindah ruangan dan perasaan tidak berdaya lagi dengan situasi pekerjaan yang 
ada.  

Pengembangan jenjang karir profesional perawat bertujuan untuk menurunkan (turnover) atau 
jumlah perawat yang keluar dari pekerjaannya.(18) Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya 
terkait penerapan jenjang karir yang belum sesuai menciptakan beban kerja yang melebihi kapasitas 
dan karakteristik tugas yang kurang jelas, sehingga menghambat pemenuhan target kinerja dalam 
implementasi remunerasi. Matthew dan Chenjuan mengemukakan bahwa etos kerja rendah 
merupakan salah satu ciri intensi turnover perawat yang diakibatkan oleh lingkungan pekerjaan yang 
padat dan kelelahan kerja.(23) Peningkatan kompensasi bukan faktor utama mengatasi turnover 
perawat, diperlukan juga modifikasi lingkungan perkerjaan untuk menyesuaikan beban kerja dan 
merekrut jumlah tenaga perawat yang memadai.(23) Asegid dkk. menjelaskan bahwa ketidakdisiplinan 
perawat dalam memenuhi kinerja merupakan ciri mendasar niat perawat meninggalkan pekerjaan.(5)  

Etos kerja mampu memberikan dukungan positif terhadap peningkatan kemampuan dan 
keyakinan perawat dalam memberdayakan potensi yang dimilikinya guna memastikan kelancaran 
dan keberhasilan atau keefektifan pencapaian prestasi kerja yang hendak dicapai.(3) Menurut 
Kemenkes RI program remunerasi menciptakan komitmen kerja antara perawat dan rumah sakit 
untuk setiap pekerjaan dilakukan dengan disiplin, motivasi kuat dan loyalitas.(16) Menurut peneliti 
program remunerasi seharusnya dapat menjadikan perawat memiliki etos kerja yang tinggi sehingga 
ketidakdisiplinan, patah semangat dan frustrasi tidak terjadi. Peningkatan imbal jasa remunerasi 
disesuaikan dengan beban kerja setiap ruangan menjadi harapan partisipan sehingga dapat 
mendorong setiap perawat memenuhi kinerja lebih baik lagi.  

Hambatan etos kerja ini juga berhubungan dengan beban kerja dimana sumber daya manusia 
yang memadai serta kesesuaian kinerja dengan kewenangan klinis dapat tercipta. Kebijakan 
Kemenkes RI  tentang program remunerasi idealnya dapat membentuk komitmen perawat agar 
memiliki etos kerja tinggi untuk mempertahankan loyalitas perawat bekerja atau mencegah niat 
turnover perawat.(16) Hal ini, sejalan dengan Suwarto dkk. bahwa komitmen kerja perawat dapat 
diwujudkan sebagai etos kerja tinggi yang memicu kerja keras dengan kedisiplinan, ketekunan 
sebagai wujud motivasi dan tidak adanya frustasi melalui pengelolaan beban kerja dan tenaga 
perawat sebagai upaya meningkatkan etos kerja.(37) 
 
Tema 3 : Ketidakpuasan Kerja 

Ketidaksesuaian imbal jasa kerja berkontribusi pada ketidakpuasan kerja ditunjukkan dengan 
pernyataan partisipan yang merasa bahwa imbal jasa kerja yang diterima hasilnya tidak adil dan 
kurang. Beban kerja perawat di setiap ruangan berbeda, ternyata remunerasi yang didapatkan 
cenderung sama. Selain itu, perawat juga menyatakan bahwa remunerasi yang didapatkan saat ini 
masih belum sesuai dengan beban kerja dan ketersediaan tenaga perawat. Meskipun demikian, 
perawat berusaha maksimal dalam memenuhi target kinerja dalam situasi tersebut. Saragih dan 
Angela menyatakan bahwa salah satu faktor kepuasan kerja adalah penghargaan.(33)  

Bentuk upaya sistem penghargaan ini meliputi aspek finansial (gaji, tunjangan, bonus dan 
insentif) maupun non finansial (umpan balik positif, pengakuan pencapaian kinerja dan pemberian 
kesempatan mengisi peluang menarik bagi karyawan). Jika pemenuhan target kinerja perawat kurang 
dari standar rekapitulasi penilaian kinerja individu, perawat akan mendapatkan sanksi berupa teguran 
hingga pemotongan kompensasi. Jika pemenuhan target kinerja perawat lebih dari standar 
rekapitulasi penilaian kinerja individu, perawat tidak mendapatkan apapun seperti tambahan 
kompensasi atau dampak terhadap apapun seperti pujian atau penghargaan kinerja. Hal ini 
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menunjukkan bahwa sistem penghargaan yang berlaku belum mempunyai fungsi sebagai pengakuan 
pencapaian kinerja atau umpan balik positif untuk pencegahan ketidakpuasan kerja.(33) Penelitian 
Triyana mengemukakan bahwa kinerja perawat pelaksana berasal dari ketentuan kontribusi kerja 
antara perawat dan pasien, berisikan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan secara jelas dan 
tegas, agar setiap perawat dapat menjalankan peranan atau kewajibannya dengan selaras tanpa 
adanya hambatan atau beban dalam implementasinya.(38) Kemenkes RI menyatakan bahwa 
ketentuan target kinerja dalam program remunerasi ditentukan oleh Corporate Grade atau tim 
remunerasi yang ada di rumah sakit, dimulai dengan penetapan ketentuan target kinerja individu 
termasuk perawat hingga target kinerja unit.(15) Kinerja individu termasuk perawat perlu dirumuskan 
secara jelas dan tegas, agar peranan atau kewajibannya selaras tanpa adanya hambatan dalam 
implementasi remunerasi.(15)  

Libur perawat yang didapatkan harus bergantian menyebabkan perawat harus menyesuaikan 
jumlah target presensi. Berdasarkan ungkapan partisipan tidak sedikit perawat mengorbankan hak 
cuti atau liburnya hingga mempertahankannya dengan cara merangkap dua shift dinas untuk 
memenuhi target kinerja. Target pengembangan diri juga merupakan salah satu komponen yang 
berkaitan dengan ketidakpuasan kerja partisipan. Kegiatan pengembangan diri berupa pelatihan, 
seminar atau workshop masih jarang difasilitasi oleh rumah sakit sehingga perawat memenuhi 
kebutuhan pelatihan dengan biaya sendiri. Wisesa dkk. mengemukakan bahwa perawat memerlukan 
pengembangan diri sebagai upaya meningkatkan pelayanan keperawatan melalui kegiatan 
pelatihan.(39) Matthew dan Chenjuan menambahkan kegiatan pengembangan diri merupakan target 
yang perlu dipenuhi perawat untuk meningkatkan kinerjanya.(23) Kinerja dapat berhasil dari karyawan 
yang berusaha memenuhi target kinerjanya disertai pengembangan diri untuk meningkatkan 
kinerjanya.(6)  

Ketidakpuasan kerja juga terkait situasi Bed Occupancy Ratio, dimana banyaknya jumlah pasien 
menjadi ukuran capaian target kinerja. Informasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 
target kinerja perawat yang diberikan belum bisa mengikuti fluktuasi Bed Occupancy Ratio setiap 
ruangan, sehingga partisipan mengalami kesulitan pada bulan-bulan tertentu dengan kondisi Bed 
Occupancy Ratio rendah, sedangkan target kinerja individu perawat harus memenuhi asuhan 
keperawatan yang tinggi. Rumah sakit dituntut menarik konsumen untuk menggunakan pelayanan 
rawat inap yang ditandai meningkatnya Bed Occupancy Ratio sebagai wujud peningkatan 
penggunaan pelayanan rawat inap.(26) Kesesuaian antara kualitas pelayanan keperawatan dan 
kuantitas tenaga perawat harus seimbang untuk mencapai penggunaan pelayanan yang optimal. (5) 
Indikator yang menggambarkan tinggi rendahnya pelayanan keperawatan adalah Bed Occupancy 
Ratio, sehingga dapat diketahui gambaran beban kerja perawat di pelayanan.(26) Nursalam dan 
Asegid dkk. mengemukakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara kualitas pelayanan 
keperawatan dan kuantitas tenaga perawat, sehingga perawat mampu mengatasi fluktuasi Bed 
Occupancy Ratio dengan kinerja yang tepat.(5,26) Sebagai tenaga terbesar pelayanan rawat inap, 
perawat bertanggung jawab besar dalam mempertahankan dan meningkatkan Bed Occupancy Ratio 
melalui kinerjanya.(25) 

Hasil penelitian Muhith dkk. menunjukan bahwa perawat merupakan salah satu profesi untuk 
memasarkan dan mengoptimalkan segala keunggulan rumah sakit dalam mencapai peningkatan Bed 
Occupancy Ratio yang memerlukan pembenahan seperti imbal jasa tambahan untuk memotivasi dan 
tenaga perawat yang memadai.(25) Berdasarkan Nursalam, Asegid dkk. dan Muhith dkk. dapat 
disimpulkan bahwa situasi Bed Occupancy Ratio merupakan salah satu tanda perawat memiliki 
rendah-tingginya beban kerja, sehingga diperlukan kesesuaian imbal jasa dan kuantitas tenaga 
perawat memadai untuk mewujudkan kualitas pelayanan rawat inap.(5,25,26)  

Menurut Kemenkes RI program remunerasi memberikan kesejahteraan dalam bentuk imbal jasa 
dan penghargaan lainnya seperti kesempatan untuk berkarir.(16) Sedikitnya kesempatan berkarir 
menjadi sumber munculnya ketidakpuasan kerja. Hal ini sesuai dengan ungkapan partisipan bahwa 
perawat sulit mendapatkan promosi jabatan dan pendidikan. Sedangkan menurut Kemenkes RI 
perawat mendapatkan promosi jabatan karir ataupun promosi melanjutkan pendidikan.(16) 
Pengembangan jenjang karir profesional perawat bertujuan untuk meningkatkan kepuasan individu 
perawat terhadap bidang kerja profesi yang ditekuninya.(18) Menurut Shang dkk., Matthew dan 
Chenjuan penghargaan atas kinerja perawat merupakan wujud organisasi untuk memberikan 
penghormatan terhadap perawat.(23,34)  
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Penelitian Shang dkk., Matthew dan Chenjuan menjelaskan bahwa penghargaan atas kinerja 
perawat yang tidak sesuai mengakibatkan perawat sulit berkinerja maksimal.(23,34)  

Ketidakpuasan kerja ini merupakan hal yang perlu dicegah dalam sistem penilaian kinerja 
perawat melalui program remunerasi yang diatur Kemenkes RI sehingga hal-hal yang mendukung 
ungkapan partisipan seperti ketidaksesuaian imbal jasa adalah kembali kepada penghasilan dan 
kemampuan rumah sakit dalam memberikan imbal jasa kepada penerima remunerasi.(16) Berkaitan 
dengan hambatan ketidakpuasan terhadap penghargaan perawat, seharusnya solusi yang 
diungkapkan partisipan, jika memang kinerja perawat melebihi target, maka dapat dijadikan simpanan 
nilai atau tambahan target kinerja yang dapat digunakan memenuhi target kinerja di bulan berikutnya 
dan berdasarkan aturan Kemenkeu RI pemimpin dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan 
capaian kinerja. Selanjutnya hambatan ketentuan target kinerja menjadi hal yang perlu dibenahi 
bahwa perhitungan presensi perawat shift harus dibedakan dengan perawat atau pegawai lainnya 
terhadap capaian pemenuhannya.(20) Selain itu, rumah sakit juga dapat mengelola kembali tim 
keperawatan untuk menciptakan sarana pengembangan diri berkala agar setiap perawat dapat 
berkesempatan untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan.  

Kesempatan berkarir yang sulit adalah pendukung ketidakpuasan kerja juga yang menghambat 
perawat pelaksana memenuhi target kinerja. Hal ini sejalan dengan Nursalam bahwa kinerja perawat 
harus memiliki umpan balik karena jika ada kesesuaian antara harapan pekerja dengan kenyataan, 
maka kepuasan kerja dapat tercapai.(26) Semakin besar kesesuaian antara harapan pekerja dengan 
kenyataan yang ditemui atau didapatkan dari tempatnya bekerja, maka akan semakin tinggi 
kepuasan kerja yang dirasakan yang mampu membentuk kinerja yang diharapkan.(33) 

 
Tema 4 : Pendekatan Kepemimpinan 

Pemimpin yang efektif adalah seorang katalisator dalam memudahkan interaksi yang efektif 
diantara tenaga kerja, bahan dan waktu, maka seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang 
luas dan kompleks tentang sistem manusia, mempunyai kemampuan hubungan antar manusia 
terutama dalam memengaruhi orang lain dan memiliki sekelompok nilai-nilai dalam mengenal orang 
lain dengan baik.(22,24) Pada penelitian ini, pendekatan kepemimpinan menjadi salah satu hambatan 
pemenuhan target kinerja perawat pelaksana dalam implementasi remunerasi berdasarkan ungkapan 
partisipan tentang pemimpin yang kurang partisipatif, paternalistik dan otoriter. Robbins menyatakan 
bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya 
tujuan.(31) Penelitian Akmallunas dan Amri mengemukakan bahwa pendekatan kepemimpinan 
partisipatif memiliki pengaruh besar dalam menciptakan kepuasan kerja dan rasa menghormati 
sesama perawat dan pimpinan, sehingga sangat penting pemimpin perawat untuk mengembangkan 
dan mempertahankan hubungan, memperoleh dan memberi informasi, membuat keputusan dan 
memengaruhi perawat.(1) Bentuk partisipatif pimpinan adalah memberikan waktu dan kesempatan 
intens untuk melihat dan berdiskusi dengan perawat terkait situasi kinerja.(1)  

Pada penelitian ini partisipan mengungkapkan bahwa perawat jarang mendapatkan 
pembimbingan dan monitor sehingga pimpinan dirasakan kurang partisipatif kemudian menimbulkan 
situasi dalam pemenuhan kinerja perawat mengalami hambatan yang belum dapat dipecahkan 
bersama-sama. Sikap overprotective dari pimpinan paternalistik menghambat perawat pelaksana 
dalam memenuhi target kinerja karena perawat merasa terganggu dengan sikap berlebihan dalam 
mengawasi kinerja perawat dan sikap pimpinan yang menuntut perawat pelaksana sangat tinggi 
berkinerja namun tidak rasional jika ditinjau berdasarkan jumlah tenaga kerja dan beban kerja yang 
harus dilaksanakan. Kepemimpinan paternalistik memiliki ciri khas seperti sifat bapak mengatur dan 
mengawasi anaknya yang masih kecil dengan dominasi sikap pimpinan yang lebih tahu dan benar, 
jarang memberikan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi sesuai keinginan 
bawahan dan terlalu menuntut alur atau proses pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ada dan 
dijalankan.(31) 

Salain dan Pra mengemukakan bahwa budaya paternalistik memperlemah hubungan positif 
komitmen organisasi, modal psikologis dan kinerja manajerial.(32) Kepemimpinan paternalistik yang 
ditunjukkan dengan sikap berlebihan atau overprotective dan tuntutan tinggi dari pimpinan ini, sejalan 
dengan Robbins serta Salain dan Pra bahwa ciri pimpinan paternalistik yaitu terlalu menuntut alur 
atau proses pekerjaan dan dapat memperlemah hubungan positif komitmen organisasi, psikologis 
serta kinerja sehingga menjadi salah satu hambatan pemenuhan target kinerja perawat pelaksana 
dalam implementasi remunerasi.(31,32) Hasil penelitian Deniati dan Yanti menunjukkan bahwa 
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pendekatan kepemimpinan otoriter memiliki sedikit hubungan dalam keberhasilan kinerja 
dibandingkan kepemimpinan tidak otoriter. (9)  

Deniati dan Yanti menjelaskan bahwa sumber ketidakpuasan kerja diantaranya kondisi 
pekerjaan yang dipengaruhi oleh teman kerja dan kualitas pengawasan pimpinan.(9) Jusmaliani, 
Bangun, Deniati dan Yanti telah memberikan gambaran bahwa kepemimpinan otoriter membatasi 
perawat untuk dapat bebas berpendapat dan mendapatkan variasi serta inovasi kerja akibat sulitnya 
membuat keputusan bersama-sama sehingga pendekatan kepemimpinan otoriter menjadi salah satu 
hambatan pemenuhan target kinerja perawat pelaksana dalam implementasi remunerasi.(6,9,14) Teori 
situasi (contingency) mengasumsikan bahwa tidak satupun gaya kepemimpinan yang paling baik, 
tetapi sangat tergantung pada situasi, bentuk organisasi, pekerjaan dan tingkat kematangan bawahan 
serta adanya kebersamaan dan komunikasi antar anggota dan pemimpin itu sendiri. (26)  

Gaya kepemimpinan sangat memengaruhi kinerja perawat, Robbins menyimpulkan bahwa 
semakin baik gaya kepemimpinan seorang pimpinan maka semakin baik pula kinerja pegawainya.(31) 
Dalam penelitian ini telah teridentifikasi gaya kepemimpinan kurang partisipatif, paternalistik dan 
otoriter menjadi hambatan pemenuhan target kinerja perawat pelaksana dalam implementasi 
remunerasi, tetapi bukan berarti menjadi gaya kepemimpinan mutlak yang salah atau benar dalam 
implementasi remunerasi. Nursalam mengemukakan bahwa penerapan pendekatan kepemimpinan 
pada perawat adalah bergantung pada situasi pekerjaan dan perawat.(26) Bangun juga menambahkan 
bahwa setiap pendekatan kepemimpinan memiliki peranan positif dan negatif pada setiap pekerjaan, 
perilaku pekerja dan lingkungan pekerjaan. Robbins mengemukakan bahwa pendekatan 
kepemimpinan diperlukan untuk keberhasilan kinerja tetapi menentukan kepemimpinan yang tepat 
seorang pemimpin harus memahami karakter bawahan terlebih dahulu.(31) 

 
Tema 5 : Kurang Pengetahuan dan Informasi Remunerasi 

Hasil penelitian ini juga memberikan temuan baru yang belum terbahas detail dalam kebijakan 
remunerasi dan beberapa literatur yang ada, terkait tema kurang pengetahuan dan informasi 
remunerasi yang menjadi hambatan pemenuhan target kinerja perawat pelaksana dalam 
implementasi remunerasi. Penelitian Shang dkk. menyatakan bahwa sosialisasi pengelolaan 
kompensasi harus sampai kepada setiap pegawai dan mudah diketahui karena semakin baik 
pengelolaan kompensasi maka hubungan antar pegawai semakin harmonis.(34) Dalam penelitian ini, 
teridentifikasi bahwa terkait implementasi remunerasi, pengelolaannya kurang transparan dan 
sosialisasi informasi terkait juga kurang. Hasil penelitian Dakota dkk. menunjukan tercipta hubungan 
persepsi negatif akibat pegelolaan implementasi remunerasi yang dirasakan tidak merata antara 
organisasi dengan stake holder.(7) 

Implementasi remunerasi dirasakan mendominasi profesi tertentu dalam pengelolaannya 
sehingga diantaranya profesi perawat mengalami ketidakpuasan akibat kurang dilibatkan dan 
memahami remunerasi.(7) Pengelolaan kurang transparan dan sosialisasi informasi terkait remunerasi 
yang kurang dirasakan partisipan pada penelitian ini terjadi berdasarkan ungkapan partisipan yang 
diakibatkan oleh rumah sakit tertutup dengan hal terkait. Penelitian Fadila menyatakan remunerasi 
merupakan pendekatan rasional yang efektif meningkatkan kinerja perawat sehingga keterbukaan 
tentang remunerasi sangat rasional untuk diterima oleh perawat.(10) Partisipan mengungkapkan perlu 
adanya edukasi dalam bentuk seminar atau pelatihan tentang remunerasi kepada perawat untuk 
mencegah prasangka buruk tentang pengelolaannya.  

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa partisipan yang mengalami ketidakpuasan kerja 
tentang ketidaksesuaian imbal jasa ternyata melaporkan bahwa mereka kurang pengetahuan dan 
informasi mengenai remunerasi. Partisipan juga mengungkapkan bahwa kesempatan forum tukar 
pendapat sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan perawat antar ruangan dalam penyesuaian 
memenuhi target kinerja berdasarkan beban kerjanya dengan hasil remunerasi yang didapatkan bisa 
merata antar perawat di setiap ruangan. Sarana sosialisasi juga menjadi perhatian partisipan untuk 
memahami target kinerja perawat disetiap ruangan yang hingga saat ini belum tersedia. Tema 
kurangnya pengetahuan dan informasi remunerasi ini juga menurut peneliti berdasarkan ungkapan 
partisipan memiliki hubungan dengan tema pendekatan kepemimpinan yang kurang partisipatif dan 
otoriter yang menciptakan hubungan perawat dan pimpinan di ruangan kurang bisa digunakan 
sebagai sarana mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang remunerasi. Kemenkeu RI 
mengeluarkan peraturan secara terbuka pedoman remunerasi bagi seluruh instansi yang 
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menerapkan program remunerasi termasuk rumah sakit sehingga transparansi dan sarana sosialisasi 
seharusnya bisa tersedia tentang remunerasi.(20)  

Menurut Kemenkeu RI remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan 
profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan 
kinerja sehingga harus transparan untuk mewujudkan prinsip tersebut.(20) Rumah Sakit Badan 
Layanan Umum yang telah memiliki penetapan remunerasi, berdasarkan aturan Kemenkeu RI harus 
dapat menjelaskan implementasinya sehingga sarana sosialisasi seharusnya bisa tersedia.(20) Shang 
dkk. dan Fadila menyimpulkan bahwa pengelolaan kompensasi termasuk remunerasi sangat 
direkomendasikan untuk dapat diketahui oleh perawat dalam menjaga keharmonisan berorganisasi 
sejalan dengan Kemenkeu RI bahwa penjelasan implementasi remunerasi harus bersifat transparan 
sehingga hambatan berkaitan dengan kurang pengetahuan dan informasi remunerasi ini seharusnya 
bisa ditindaklanjuti oleh tim remunerasi dalam mengelola program sosialisasi untuk memberikan 
informasi dan pengetahuan kepada perawat tentang program remunerasi.(10,20,34,) Pada hasil 
penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi 
tentang program remunerasi diatur kebijakan Kemenkeu RI dan didukung oleh beberapa literatur 
seperti menurut Shang dkk. dan Fadila bahwa pengelolaan program remunerasi sangat 
direkomendasikan untuk dapat diketahui oleh perawat dalam menjaga keharmonisan 
berorganisasi.(10,20,34)  
 
KESIMPULAN 
 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan lima tema yang terekplorasi bahwa hambatan 
pemenuhan target kinerja perawat terutama berkaitan dengan konteks organisasi. Untuk mengatasi 
hambatan tersebut, disarankan melakukan sinkronisasi semua elemen sistem penilaian kinerja 
perawat bersama dengan pendekatan yang lebih partisipatif dalam kepemimpinan, serta penyesuaian 
kembali penerapan ketenagaan perawat dan jenjang karir perawat. 
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